BAB 1V
INTEGRASI KEKUATAN POLITIK ISLAM
Kasus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973-1984

A. Partai-partai Sebaggl Umsur

Partai Persatuan Pembamgunam adalah ujud integ
rasi dari empat partai politik Islam, yaitu Partai Is
Iam NU., Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII),Partai
Islam Perti dan Partai Muslimin Imdonesia (Parmusi).t
Untuk mendapatkan gambarah yanmg lebih jelas mengenmai
keempat partai itw, maks disiml akan dijelaskan seca-
ra: singkat mulai dari berdirinya sampai berintegrasi
kedalam Partal Persatwanm Pembangunan.

Partai Islam NU..

Nahdlatul Ulama pada awal berdirinya adalah
merupakan organisasi sosial-keagamaan demgan sebutan
Jamiyah Nahdlatul Ulama. Adapun faktor yang mendorong
berdirinya organmisasi ini dapat dibagli menjadi dua,
yaitu faktor internal danm faktor eksternmal. Faktor in
ternal adalah timbulnya keperluan yang mendesak lbagi
kaum penganut madzhlab untuk melembagakan persatuan di
antara ‘mereka guna menghadapi pesatnya perkembangan -
gerakan pembaharuan Islam &i Indonesia, khususnya di
Pulau Jawa terutama yang dilancarkan Mmhammadiya@.a

Kasus lain sebagai:faktor internsl adalah ka-
sus tersingkirnya ulama Pesantren dari rombongan dele

C;ﬁedia Persatuwan, No. 4 Tahun II - April 1986, -
hal. 4.

" Mahrus Irsyam, Ulama dan Partai Politilk, Yayasen
Perhidmatan, Jakarta, 1984, hal. 5.
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gasi ke Kongres Khilafat di Makkah dan usul mereka
yang ditolak oleh anggota delegasi itu.3 Dengan kasus
di atas, maka atas saran KH. Hasyim Asy'ari para ula-
ma pesaniren keluar dari keanggotaan Komite Khilafat
" dan membentuk panitia khusus yang disebut Komite Me-
rembuk Hijaz.4 Langlzah tersebut mendapat sambutan an-
tusias dari kalangan ulama di Jawa, maka pada tanggal
31 Januari 1926 para ulama itu mengadakan pertemuan
dengan mengambil dua keputusam, yaitu :
pertama; meresmikan dan mengukuhkau berdirinya Komite

Hijaz.
kedua  ; membenmtuk jamixéh (organdisasi) untuk  wadah
Persatuan ulama dalam tugasnya memimpin umat.
Jamiyah itu diberi nama Nahdlatul Ulama yang
artinya kebangkitan para uﬁama.s
Adapun faktor eksternal yamg mendorong berdiri
nya organisasi iﬁi adalah :
pertama ; karena rasa tanggungjawab yang besar dari
para alim ulam! akan kemurmian serta keluhu .
ran Agama Islam, mengingat kuatnya Bellanda-
untuk meruntuhkan potemsi Islam demi kepen-
tingan penjaiahan dengan Jalan infiltrasi -
keagamaan. '
kedua ; rasa tanggungjawvab yang besar dari pa-
alim ulama sehagal pemimpin untuk memeruskan

: 3‘U:su:}_ para ulama itu ialah agar delegasi yang a-

kan berangkat ke Makkah itu mengusulkan kepada pengua

sa baru di Arab Saudi, agar tetap menghormati tradisi.
keagamaan yang berlaku di sana dan ajaran-ajaran madz

hab yang dianut oleh masyarakat Islam setempat. Sedang
kan anggota delegasi itu'adalah HOS Cokroaminoto (SI)

dan H Mas Mansur CMuhammadiyah)

“Deliar Noer, Gerakan Moderen lslam di. Indonesia,
LP3ES, Jakarta, 1980, hal. 243.

OSlamet Effendi Yusuf dik., Dinamika Kauwm Santri,
Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU, Rajawali,
Jakarta, 1983, hal. 18-1
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perjuangar pahlawah Islam, yaitu perjuangan
kemerdekaan tahah air dan bebas dari beleng
gu penjajah.

ketiga ; rasa tanggungjawab para alim ulama untuk
memelihara ketentraman dan ketenangan bang
sa Indonesia dengan memelihara patriotisme
dan kebencian terhadap penjajah.6 Kemudian
tujuannya adalah menegakkan syariat Islam
dengan berhaluan salah satu dari empat madz -
hab, Syafi'i, Maliki, Hamafi dan Hamhali
serta melaksaéakan.berlakunxa hukum-hukum
Islam dalam masyarakat.7

Meskipun»demikian; namun ketika perjuangan po-
1litik melawan Belanda makin banyak melibatkan golongan
golongan di Indonesia dan apalagi kemudian organisasi
harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan Belanda se
cara terus-menerus dipakai untuk mengganggu hal-hal
Yang dipandang sebagal prinsip dari kehidupan bangsa
‘dan agama, maka organisasi ini banyak melibatkan diri
dalam kegiatan-kegiatan politik. Keterlibatan NUdalam
kegiatan~-kegiatan politik sebelum kemerdekaan dapat
dilihat pada kasus penolakan NU terhadap rencana Peme
rintah Hindia Belanda tentang pajak rodi bagi bangsa
Indonesia, rencana ordonansi perkawinan tercatat, pem
bagian hak membagi waria, soal milisi dan dukungannya
terhadap GAPI yang menuntut Indonesia berparlemaen.8

6Masbuc}mi.n, Nabhdlatul Ulam:a dji Tengah-Tengah Rak

yat dan Bangsa Indonesia, Daya Bakti, Kebumen, hal.Z25.

‘Kementrian Penerangan, Kepartaian dan Parlemen-
taria Indonesia, 1945, hal. 4l4.

8. v i d., Bal. s12-513.
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Adapun setelah kemerdekaan dapat dilihat pada
kasus keikutsertaan NU didalam Kongres Kaum Muslimin -
7 Wopember 1945 di Yogyakarta, yang menyatakan berdi-
rinya Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Is-
lIam, serta WU menduduki jabatan penting dalam partal
itu., Namun ketika Kongres Masyumi di Yogyakarta pada
akhir tahum 1949 memutuskan unmtuk merubah struktur
kepengurusan sedemikian rppa, dimana Majelis Sywra ti
dek lagi dijadikan badan Legislatif disamping  DPP,
maka sejak saat,itulah.ul%ma-ulama NU mengambdil lang-
kah mundur.’ Dam akhirnya pada Kongres NU diPalembang
tahun 1952, dinyatakan bahwa NU keluar dari  Masyumi
dan berdiri sebagai partai politik independen.lo

Pada Pemilu tahun 1955 NU berhasil menempatkan
diri dalam kelompok empat besar disamping Masyumi,PNI
dan PKI.! Setelah itu tokoh-tokoh NU bamyak terlibat
dalam perdebatan masalah dasar Wegara di dalam sidang
Konstituante. Kemwdian ketika lembaga Konstituante -~
itu dibubarkan oleh Presiden Sukarmo dan lkekuasaan
negara diambil alih olehnya, NU tampak begitu lengket
dengan Sukarno/PKI, hal itu dapat dilihat pada keikut
sertaan NU dalam Nasakom. ® Namun ketika PKI memberon
tak pada tahun 1965, NU berada dalam barisan fron Pan
casila yang menentang PKI: dan lkut serta mengikis ha-
bis PKI dan antek-anteknya. Dengan demikian NU  ikwt
punya andil dalam proses lahirnya Pemerintah Orde Bamu

JoIbid, hal. K12, ,
Mahrus Irsyam, QOp. Cit., hal. 29-30.
11l4a. Basit Adnan, Ada Apa di PPP 2, Mayasari, -
Solo, hal. 7. : :
120y, Anmad Shiddiq, mengatalan bahwa pada waktu
itu banyak:iorang menyindir "NU bermesraan dengan PKI
dalam Nasakom'. Lihat TEMPO,23 Maret 1985,hal.62-63.

L 4
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Nabkdlatul Ulama sebagai kekuatan politik dalam
perkembangan selanjutnya dibawah rejim Orde Baru ti-
‘dak berbeda jauh dengan nasib kekuatan politik lain-
nya. Dia harus bertekuk Iutut dibawah kebijaksanaan -
Pemerintah Orde Baru tentang kepartaian, yaitu dia ha
rus bergabung dengan kekuatan politik Islam lainnyai
dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan.Walaupun N U
pada awalnya sempat menolak penggabungan partai-partai
Islam itu, karena dikhawatirkan suatu saat ~menjadi
minoritas. Tapi, NU dengan melihat,perkémbangan si tu-
asi yang terjadi akhirnya NU tidak menentang, bahkan
NU mempunyai andil besar dalam proses lahirnya Partal
Persatuan,Pembangunan,IB'

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSIL).‘

Partai ini merupagan perubahan terakhir dari
SDI (Sarikat Dagang Islam) yang didirikan pada tahun
1905 oleh Haji Samanhudi’ di Solo, kemudian pada tahun
1912 berubah menjadi Sarekat Islam.:* Pada tahun 1923
berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), pada ta-
hun 1927 berubah menjadi Partai Sarekat Islam Hindia
Timur dan perubahan terakhir terjadi pada tahunm 1930
menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

13chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nah
dlatul Ulama, Yatayu, Sala, 1985, hal. 268-269.

1b'Ada sekelompok orang yang dipelopori oleh Ta-
mar Jaya yang mengatakan bahwa SDI lahir pada tahun
1905 dan berubah menjadi SI setahun kemudian ( 1906 ).
Hal itu mereka dasarkan pada keterangan Hajli Samanhu-
di pada tanggal 25 Juli 1955 dalam rangkaian acara
menyambut peringatan ulang tahun setengak abad Perge-
rakan Islam Tndonesia. Selanjutnya mereka mengatakan
bahwa Hari Kebangkitan NWasional seharusnya berdasarkan
. pada lahirnya SDI/SI, bukan pada lahirnya Budi Utomo,
(1908) . Keterangan selengkapnya, lihat Drs. MA. Gani,
MA., Cita-Cita Dasar dan Pola Perjuangan S rekat Isl
Bulan Bintang, Jakarta, [19d4.
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Adapun beberapa faktor yang menyebabkan partal
ini pada awalnya berdiri adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan Bangsa Tionghoa adalah merupakanm.
suatu halangan buat perdagangan bangsa Indonesia
(momopoli bahan-bahan batik) ditambah pula ting-
kah Iaku sombong bangsa Tionghoa sesudah revolu-
si di Tiongkok.

2. Kemajuan gerak langkah penyebaran agama Islam
dan juga wcapan-ucapan yang menghina dalam par-
lemen negeri Belaidg tentang tlplsnya kepercaya-
an bangsa Indon351a.

3. Cara dat lama yang terus dipakai di daerak ke

rajaan Jawa, makin lama dirasskan sebagai penghi

naan. 15

Perubahan SDI menjadi SI pada tahun 1912 tidak

banya sekedar ganti nama, tapi sejak saat itu mulai
tampak bentuk corak dan haluan politiknya. Mulai ta-
hun itu, tersusunlah program asas partai dan program
kerjanya, dan pada tahun 1930 disempurnakan lagll® N
mun demikian, pada Kongres SI tanggal 26 Januari 1913
di Surabaya, HOS Cokroaminoto mengatakan bahwa SI bu-
kanlah partai politik dan tidak beraksi melawan Peme-
rintah Belanda.lYDeliar Noer menilai ucapan HOS Cokro
aminoto itu sebagal taktik untuk mempertahankan kebe-
radaannya saja. Reorganisasi imi tidak disebut partai
politik, karena adanya larangan untuk berkumpul dalam
arti.politis.la ‘

15AK.‘Pringgpdigdo”KSe’éfah Pergerakan Rakyat In
donesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1984, al. 4.

1 ementerian Penerangan, Qp..Cit., hal. 340.

1;1&1(. Pringgodigdo, 0p. Cit., hal. 5.
1

Deliar Noer, Perkemban an Demokrasi Kita,Pris-
ma, Pebruari X977, hal. ?8.

.
!
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dengan demikian secara fommal organisasi imi  bukan
partal politik, tapi dilihat perjuangannya dapatlah
dikatakan sebagai partai politik.

Keanggotaam.organisasi‘didasarkan atas kesa-
daran berbangsa dan bernegara, dengan demikian S.I.
adalah laksama satu badan penampung yang maha besar,
karena segala lapisan masyarakat semuanya masuk tan-
Pa ada paksaan.l9 Keberadaan SI dengan kemajmukan
anggotanya itw cukup membahayakan posisi Pemerﬁntah
Hindia Belanda, sehingga: Pemerintah memgatakan bahwa
suatu usaha frontal untuk menjatuhkan Sarekat Islam
akan menimbulkan amarah rakyat.ao

Kemajmukan ftu disisi lainm telah menywlitkan
perkembangan selanjutmya, yaitu karema terjadi pexr-
pecahan-perpecahan diantara mereka. Perpecahan perta
ma terjadi pada tahun 1923, ketika SI Merah dari un-
sur Marxis keluar dan mehjelma menjadi Partai Komw -
nis Indonesia dan sekaligus menjadi saingan berat ba
gi SI.21 Perpecahan selanjutnya terjadi pada tahun
1932, yaitu ketika Dr. Sukiman dan kawan~kawannya ke
luar dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PARII)
kemudian pada tahun 1936'Haji Agus Salim keluar dan

: 19Dalam SI itu bergampur-aduk manusia yang beri-
vd&}logi Kopinis, Sosialis, Islam, yang berfaham Bor-
Juis, yang'-berfaham sama rata sama rasa, yang merah
semerahnya, .yang fanatik agama sefanatik-fanatiknya.
Mereka bersatu tidak karena propaganda, tapi karena
paksaan, tidak karena terikat kawan, tapi semata-ma-
ta keinginan mereka hendak mencari obat penawar hati
meny embuhkan penyakit hati untuk dijadikan bekal ber
sama dalam perjuangan bangsa seluruhnya.

George Mc.Turnan Kahin, Nasionalisme and Revo
lution in Indonesia,Cornell Univercity Press, London,
1970,2?al 69. _ ,

Rusli Karim, er'élananvPartai Politik di In-
donesia, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 74.
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mendirikan partai baru yang diberi nama PENYEDAR ,22
Pemisahan yang tampak lebih radikal terjadi pada ta-
hun 1937 yang dipimpin oleh Sukarmadji Kartosuwiryo-
dengan mendirikan Komite Pembela Kebenamra PSII, yang
akhirnya gerakan ini mengarah kepada gerakan DI/TTI
yang dipimpinnya.23 ’ '

Ketika terbentuknya Masyumi pada tangpal 7 No
pember 1945 di Yogyakarta, partail ini juga tidak ke-
tinggalan mendukungnya, namun berselang dua tahun ke
mudian menyatakan keluar dan berdiri sebagai partai
politik independen. Dalam pemilu 1955 partai imi me-
menangkan 8 kursi DPR dan 16 kursi di Konstituante -
dan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, partai imi
mendapatkan 5 kursi dalam DPRGR dan ketua Dewan Par-
taf Arudji Kartawinata mpnjabat sebagai ketua DPRGR.
Peranan PSII mulai mundut setelah G 30 § / PKI, bebe
rapa kericuhan muncul dalam partai itu Yang mengecam
kebi Jaksanaan pimpinannya. Kemudian, sesuai dengan.:
ketetapan MPR No. IV Tahun 1973, PSIT mengadakan fu-
si ke dalam Partai Persatuan Pémbangunan. Fusi PSII
ke dalam Partai Persatuan Pembangunan adalak atas
kebi jaksanaan Anwar Cokroaminoto sebagal pimpinan PS
JII yang mengambil alih kepemimpinan M. Ch. Ibrahim,
dan Bustaman"SH, dimana mereka berdua menolak fusi
partai-partai,lslam.24

22Hasan Sadely, Ensiklopedi Indonesia 5, Ikhiiar
Barw Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakar

“3yntuk lebih jelasnya lihat-C. Van Dijk, Darul
Islam Sebuah Pemberontakan, Grafibi‘Pers,Jakarta,lQE}.

ZQT EMPO0, 13 Jult 1985, hal. 18. Umaidi Radi.,
Strategi PPP, khal. 80-82. Fachri Aly dan Iqbal Abdur
rauf Sainima, Merosotnya Aliran Dalam PPP, Seri Pris-—
ma I, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 231-232.




Partai Islam Perti. | , 7Y
H

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pada
awal berdirinya adalah merupakan organisasi sosial
yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran a -
gama serta ilmu umum, membantu fakir miskin dam meng
galakkan tolong memolong. Namun dalam keadaan terten
tu yang menghendaki, baru melibatkan diri dalam ma-
salab politik terutama pada masa penjajahan Belanda
. dan Jepang.

Adapun sejarah berdirinya organisasi imi ada-
lah bersumber dari kalangan ulama Islam madzhab Sya-
£11 Ahlussunnah wal Jamsah dari Sumatera Barat.>? Pa
ra ulama itu mempunyai SumauL(di‘JaWa sama dengan Pe
santren) dengan sistim pengajaramn yang sama dengan
pondok di Jawa. Kemudian karema pengaruh kemajuan ja
man, pesantren tersebut dibentuk menjadi sekolah mo-
deren dengan mama Arabiyah School di Padang Laras pa
da tabun 1918. Pada tahun 1928 didirikan persatuan
sekolah-sekolah agama dengan nama Madrasah Tarbiyah
Islamiyah, kemudian dari situ terbentuklah persatuan -
orang tua murid dalam organisasi sosial, dengan demi
kian berdirilah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Pertdi)
pada tanggal 30 Mei 1930. 26

Adapun orgamisasi imi bertuguan untuk Kalimat-
Allah Hiyal Ulya (ketinggian agama Islam) dalam arti
yang luas, hal itu dapat dilihat pada program Perju-
angan dan usaha—-usahanya.27 Organmsasi ini dijadikan

2Hasan Sadely, Op. Cit., hal. 2688.

-—5——-—-—-—-—-
261 1 4 4.

27Lihat Undang~Undang Dasar Partal Islam Pertl
dalam Kementerian Penerangan, Op. Cit., hal.L34~-437.
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partai politik setelah kemerdekaan, yaltu tepatnya -
tanggal 22 Nopember 1945 pada waktu sidang plemo Pe-
ngurus Besar di Bukit Tinggi.28 Ketika semua kekua -
tan politik beramai-ramai menghadiri Kongres Umat
Islam di Yogyakarta untuk membentuk Partai Politik -
Tslam Masyumi, Perti tidak ikut mendukungnya.Z?

Dalam Pemilihan Umum 1955 Perti memenangkam k4
kursi DPR dan 7 kursi di dalam Konmstituante, sedang-
kan utusan yang duduk & DPR adalah Haji Sirodjuddin
Abbas dan DT. Bamndakaro. Dalam DPRGR yang dibentuk
Presiden Sukarmo setelah DPR dan Konstituante dibuw -
barkan, Perti mendapatkan dua kursi. Kemwdian pada
Pemilihan Umum 1971 Perti juga mendapatkan dwa kursi
setelah itu Perti bergabung'dalam<Partai Persatuan
Pembangunan.BO '

artai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Partai Muslimin Indonesia didirikan pada tang
gal 7 April 1967, yang pertama kali dipimpin oleh
Diarnawi Hadikusumah sebagai ketua umum dan Drs. Luk
" man Harum sebagai Sekretaris Jendral. Berdirinya Par
musi~ini didukung oleh 16 organisasi sosial nonmn-poli
tik yang bergerak dalam bidamg‘pendidikan, sosial ke
agamaan dakwabh dan profesi. Orgamisasi-organisasi -
itu adalah eks anggotajMasyumi yang,ﬁi@ak maw menya-
lurkan aspirasi politiknya pada partai politik yang
ada. Untuk lebih jelasnya lihat bab ITI.

28

Rusli Karim, Qp. Cit., hal. 75.

29gyafii Maarif mengatakan, tidak ikutnya Perti
dalam Masyumi disebabkan kondisi Sumatera Barat, di-
mana unsur modernis Islam begitw dominan dalam pemben
tukan partai barw itu, sedangkan kelahiran Perti ada-
lah reaksi terhadap move-move kelompok moderenis ter
sebut. Lihat Islam dan Masalah Kenegaraan, hal. 1ll.

304 asan Sadely, Op. Cit., hal. 2689.



Munculnya Orde Baru telah membawa warna bars

- bagi kehidupam politik d&i Indonesia. Issw perlunya
pembaharuan politik sebagai koreksi total terhadap ke
keliruan yang telah dilakukan Pemerintah Orde Lama da

lam menata dan membina negeri ini adalah merwpakanm to

pik yamg hangat dibicarakan. Kekeliruanm yamg tampak

selama Pemerintah Orde Lama telah membawa bangsa imi

terperosok ke dalam suatw kegiatan untuk hersen@kema
dan mencari penyelesaiannys, sebagai resiko dianutnya

sistim banyak partal.3 Jumlah partai yamg banyak sa-

ngat memberi peluang timbulmya konflik antara partai-

partal itu secara legal, disamping juga akan memyulit

kan bagi Pemerintah untuk mengontrol kehidupan partai.
‘Hal itulah yang teriadi’pada masa Pemerintahan Orde

Lama.

Pemerintaham Orde Barw sebagai. pemgoreksi to
tal terhadap kekeliruam Pemerintali sebelumnya, telah
mengadakan pembaharuan kehidupan kepartaian dengam ja
Ian menyederhanakan jumlah partai. Penyederhanaanm par
tail itu dimaksudkan untuk memantapkan stabilitas poli
tik demi tercapainya tujWgn Pembangunan Nasional. Tan
pa stabilitas yang manbap, apapun remcana pembamgunan’
Yang dicamangkan: sulit untuk berhadil. Maka dari itw
Pemerintah Orde Baru bertkkad melaksanakan penyederha
naan partai.

3lFachry Ali dan Iqbal Abdurraui Salmina” Merosot
a Aliran Dalam Partai Persatuan Pembangunan, dalam
Anaglisa Kekuatan Politik di Indonesia, Pilahan Ertikel
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Presidem sebagai Mandataris MPR telah mengambil
prakarsa untuk mendorong terciptanya swasana Yang me-
mungkinkan terciptanya penyederhanaan kepartaiam, ke-
ormasanBZdan.kekaryaan.BBfPrakarsa Preside itu berupa
anjuran untuk mengadakan pengelompokan partai-partai
menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri
dari partai-partai Spiritual/Material, yang memitik -
beratkan program~program spiritual tetapi tidak menga
baikan material. Kelompok kedua terdiri dari partai -
partai- Material/Spiritual, yanmg memitikberatkan prog
ram-programnya pada pembangunan material, tetapi ti-
dak mengabaikan aspek-aspek spiritual. Kelompok keti-
ga adalah kelompok Karya.§4 Menurut Presiden dasar
pengelompokan itu sama sekali bukan untuk menghapuskan
partai~partai, tétapi semata-mata untuk memudalkan
administrasi seperti penyusunan fraksi dalam DPR dan
sebagainya. : :

Dal.am posisi‘yamg-Sulit, antané mendukung sega
la gagasan Pemerintah Orde Baru dan keinginan memper-
tahankan eksistensinya maka partai Yang ada tampaknya
memilih mengikuti arus pe}kembangan politik tersebut,
yaitn menerima anjuran Pexf’aerintah. Maka akhirnya de-
ngan segera terbentuklah pengelompokam partai-partai

32Drs, CST. Kamsil, SH. mengatakan bahwa lahir
nya partai Muslimim Indortesia memberikan wadah yang
legal bagi mereka yang tergabung dalam banmyak orgami-
sasi-organisasi Islam yang sesungguhnya melakukan ke-
glatan politik. Dengan demikian, maka sesungguhnya te
lah berlangsung proses penyederhanaan kekuatan-kekua-
tam politik dalam masyarakat, lihat-—: P%gp@l dan Gol-
kar, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal. 50.

33Terciptanya proses penyederhansan itu tampalk
lebih lancar dam tepat dallam struktur dan tatakerja -
Golkar. Dalam Pemilu 1971 :Golkar yang semula terdiri
lebih dari 200 organisasi karya, telah keluar demgan
satu tanda gambar saja.

Shymaidi Radi, Strategl PPP, Imtegrita Press, ja
karta, 1984, hal. 76.
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dalam tiga gabungan, yaitu kelompok Persatuan Pembangu
nan yang menjadi fraksi Persatuan Pembangunan dan me-
rupakan gabungan empat pﬁrtai politik Islam (WNU,PSII,
Perti dan Parmusi). Kelompok Demokrasi Pembamgunan -
yang menjadi fraksi Demokrasi Pembangunan dan merupa-
kan gabungan darﬁ.partaijpartai : PNI, Parkindo, Par-.
tai Katolik, IPKI dan Mudba. Kelompok Karya Pembamgu-
nan yamg menjadi fraksi Karya Pembangunan, yang terdi
ri dari Golongan Karya ditambah @olongan Karya yang
diangkat. 35 Dengan demikian di dalam DPR hanya ada
fraksi Persatuan Pembangunan, fraksi Demokrasi Pemba-

ngunan, fraksi Karya Pembangunan dan ditambah lagi
fraksi ABRI.J®

Langkah strategis selanjutnya yang diambil Pe-
merintah adalah memanfaatkan kemenangam Golkar dalam
‘Pemilu 1971 untuk menyusun rencama undang-undang ke-
partaian. Dalam rencana undang-undang tersebut dinya-
takan bahwa di Indonesia hanya akan diskuil adamya ti-
ga partai politik saja, sehingga dalam pemilihan umum
yang akan datang (1977) akan diikuti dua partai poli-
tik dan satu Golongan Karya. Konsep rencana undang-un
dang tersebut dibahas oleh DPR dan kemudian disahkan
menjadi Undang—Undang.37t

35; b i d., hal. 76-77.

36Duduknya anggota ABRI dalam DPR tanpa melalui
proses Pemilihan Umum adalah merupakan paket dari Pe-
merintah yamg bertujuan untuk mengawal Pamcasila dan
UUD *45 agar terhindar dari wsaha-usaha yang akan meng
gantikan dengan yang lain, sebagaimana pernah terjadi
pada masa Pemerintah sebelumnya.

37Undang-Undang No. .3/Tahun 1975, yang mengakul
hanya ada tiga kekuatan sosial/politik di Indonesia -
dan ketiga kekuatan sosial/politik itulah yamg berhak
mengikuti Pemilihan Umum selanjutnya.
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Di sini perlu dikemukakan beberapa pandangan da

ri berbagai kalangan tentang perlu tidaknya partai-par

tai yang ada diperkecil ju'lahnyayatau digabungkan se-

" perti yang dikehendaki Pemerlntah di atas. Di simi a-

kan dikemukakan pamndangan dari pihak ABR¢ (Pemerintah)

dam juga dari pihak partsi: sendiri yang akan memjalami

khususnya dari partai-partai Islam. Di pihak ABRI sem-

diri terdapat dua pemikiran temtang perlu tidaknya par
taj-partai Islam disatukan menjadi satw partai.

Beberapa pemikiram dikalangan ABRI menyaramkan
kepada Pemerintah agar partai-partai Islam janganm di-
satukan dalam satu partai, karena dikhawatirkam dikemu
dian hari akan‘menjadl balik memukul dan akan menjadi -
ancaman bagi kekuatan ABRI.j8 Oleh karenma itwu biarkan-
. lah partai-partai Islam terbagi—bagi séperti adanya,
paling jauh mereka disatukan dakam satu federasi yang
longgars? Dengan demikianm kekuatan Islam tidak  akan
menjadi kekuatan yang berarti daw tetap selalu lemah .
Adapula pemlklran yang berpendapat bahwa sebaiknya par
tai-partai Islam disatukan kedalam satu wadah, dengan
demikian kekuatan Islam akan lebih mudah dikontrol dan
dikuwasai. Dengan satu partai Islam berarti akan memper
kecil front, sehingga menghemat energi dalam mengawasi
tingkah lakunya.go ’

Menghadapi usaha Remerintah untuk mengabungkan
) partai-partai Islanm itu;kedalam satu partail, maka dika
langan partai-partai Islam itu sendiri terdapat tiga

Bpuai ¢ Radi, Op. Clt., hal. 79.
391 b 1 4.,
K0r g 4 4.
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macam pemikiran mengenai .penggabungan partai itu. Pemi
kiran pertama dari kalangan NU yang secara formal me-
molak pgnggabungan partai-partal Islam menjadi datu
partai.*t pemikiran kedua datang dari kalangan PSIT -
Yang juga menolak penggaBungan partai-partai Islam. Pe
nolakan itu merupakan langkah kebijaksanaan dari pim-
pinan pusat PSII yang,baru,“z kemudian langkah selanjut
nya adalah mengeluarkan instruksi no.193 tanggal 18 Ok
tober1972.43 Adapun pemikiranm ketiga datang dari kala
ngan Parmusi dan Perti ygng menghendaki segera dilaku-
kannya penggabungan partai-partai Islam kedalam satu
partai Islam barw. Dasar pertimbangannya, karema hal
itu sesuai ddngan cita-cita dan semangat ukbuwah Isla-

QlKeputusan penolakan itu diambil dalam Kongres -
nya di Surabaya tahun 1972, karema dikhawatirkan suatu
saat WU bisa menjadi minoritas. Padahal dalam kenyata-
annya NU adalah terbesar kedua setelah Golkar. Hal itu
dapat dilihat pada hasil Pemilu 1971, tapi dalam pelak-
sanaannya, NU melihat perkembangan situasi sehingga da
lam proses penggabungan itu NU tidak menentang bahkan
NU cukup punya andil dalam proses lahirnya PPP.

42pimpinan Pusat PSTT yang baru itu terpilihdalam
Kongregnya yang ke-~33 pada bulan Juni 1972 & Majalaya
Jawa Barat. M. CH. Ibrahim terpilih sebagai ketua umum
Lajnah Tanfidziyah dan Bustaman, SH terpilih sebagai
ketua Dewan Pusat. Kedua pimpinan PSII itu d4itudub an-
ti fusi. Lihat, TEMPO, 13 Juli 1985, hal. 18.

Y3rmstruksi ftu isiuya dalah melaramg wilayah-wila
yah dan cabang-cabang PSII menghadiri semua pertemuan
yang akan membicarakan masalah fusi, bagi yamg sudah
terlanjur supaya mengundurkan diri. Tindakan pimpiman
PSIT itu menimbulkan pergolakan sehingga dibentuklah -
" Team Penyelamat PSII " lyang dipimpin oleh MA. Ghanmdt,
Gobel dan kawan-kawannya. Setelah diadakan perundingan
antara pimpinan hasil Kongres Majalaya dan Team itu, a
khirnya terbentuklah susunan pengurus PSII dibawah pim
pinan Anwar Cokroaminoto. Pimpinam PSII dibawah Anwar
Cokroaminoto menyetujui kebijaksanaam untuk bergabung
dalam partai politik baru bersama NU, Parmusi,dan Per-
ti. Lihat, Umaidi Radi, Op. Cit., hal. 80-82.
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miyah yang selalu menganjurkan untuk bersatu dan bermu
sYyawarah, Jjangan bercerai berai.

Setelalr melalui sefangkaian musyawarah diantara
pimpinan keempat partai Islam itw, maka pada pertemuan
tanggal 5 Januari 1973 di rumah Mintareja dinyatakanm -
penggabungan partali-partai politik Islam dalam satu -
partai baru. Pernyataan penggabungan imi kemudiamn le-
bih dikenal dengan nama Deklarasi Pembentukanm  Partal
Persatuan Pembangunan. Didalam Deklarasi itu dinyata-
kan bahwa empat partai poi;l.itik Islam (NU,PSII, Perti
dan Parmusi) telah seia-sekata umtuk‘menggabwmgkan ke-
gliatan. politiknya dalam satu partai politik yang
bernama Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian seRala
kegiatan yang bukan politik tetap dikerjakan dam dilak
sanakan oleh organisasi masing-masing sebagaimana se -
dia kala.uq |

Masalah yang sempat menimbulkan beda  pendapat
dalam proses pembahasan penggabunganm itu adalah perma~—
salaban apa nama partai yamg merupakan gabungan empat
pertai Tslam itu. Usul yang datang dari interen partai
diantaranya agar partai baru tersebut diberi nama Par-
tai Persatuan Islam Indonesia, Partai Persatuam Musli-
min Indonesia dan Partai Islam Indonmesia. Dari nama-na
ma yang diusulkan itw masih tampak kata-kata Islam dan
Muslimin, sedangkan Pemerintah menghimbau agar dalam
nama partai baru itu tidsk usah mencantumkan kata Is-

’ i

quisarikan dari Dekgarasi Pembentukan Persatuan
Pembangunan yang ditandatangani pada tamggal 5 Januari
1973 oleh Presidimm Kelompok Persatuan Pembangunam yang
terdiri dari XH.DR. Idham Khalid (NU), HMS. MintareJs,

SH. (Parmusi), H. Anwar Cokroaminoto (PSII), Rusli Ka-
rim (Perti) dan KH. Masykur (WU).
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lam. Tapi, sebaliknya lebih mencerminkan semangat pem-

bangunan, lebih.menonjolkén aspek-aspek keagamaan atau
aspel-aspek emosional lainnya..

Akam,tetapi‘Setelaﬁ melalui pembaliasan-pembaha-
san dengan pertimbangan masalah-masalah.divatas, maka
akhirnya disepakati nama Partal Persatuan Pembangunan,
sebagaimana diusulkan oleh Lukman Harun untuk nama ke-
lompok dalam DPR. 42 Ada dua keuntungan dengan nama itu,
pertama sudah dikemal dalam DPR, kedua memenuhi hara -
pan dan himbauan Pemerintah serta terlihat pula sema -
ngat pembangunan..

-

Penggabungan keempat partai Islam itu, secara
: tehnis organisatoris belumlah matang, hal itu disadari
0leh semuma unsur bahwa Deklarasi Penggabungan itw ha=-
nya semata-mata berdasarkan pertimbangan.sesaat.46 Be-
berapa pertimbangan sesaat itu ialal : pertama, menda-
hului kelompok Demokrasi Pembangunan yamg rencamanya
akan mengadakan penggabumgan pada tanggal 10 Januari
1973. Dengan demikian secara politis kelompok persatu-
an Pembangunan tidak ketinggalan dalam memberikan res-
pon positif terhadap himbauan Pemerimtah. Kedua, gonca
hgan.psikologis diantara para pemimpin keempat partai
Islam sebagai sebagai akibat kekalahannya pada Pemilu
1971, telah menimbulkan semangat persatuan. Ketiga,men
dahului rencana undang-undang kepartalan.yaqg akam di )
ajukan Pemerintah ke DPR, karema dalam RUU itu dinyata
kan akan diadakan penyedgrhanaam~dan pernciutan jumlah
partal. Keempat, untuk menmsatkaa.perjwangan dalam DPR

4551 amet Effendi Yusuf dkk., Ops Cit., hal. 58.
“GUmaldm Radi, Op. Cit., hal. 85.
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dimana hal itu akan lebih bermaksa bagi perjuangan par
tai di masa mendatamg;u7

Adapun tujuan Partai Persatwan Pembangunan dapat
dilihat didalam amggaran dasarnya, yaitw sebagai beri-
kut : Pertama, mewujudkan cita-cita bangsa seperti di-
makswd dalam UUD 19457danflslam.48 Kedua, menciptakan
masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah swt. spi
ritual dan material berdasarkan Pancasila dan UUD "45
dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.Ketiga,
mengembangkan kehidupan dgmokrasi berdasarkan Pahcasil#?

Dari uraian di atas dapatlah ditarik swatu ke -
simpulan bahwa terbentuknya Partai Persatuan Pembangw-
nan sebagai gabungan empat partai Islam, adalah téfja-
di dalam kondisi yang-mémaksa‘dan belum matamg.sODalam
arti bahwa langkah penggabungan itu terpaksa dilakukan
karena usaha Pemerintah m?nciwtkan jumlah partai. yang
ada banyak mendekati keberhasilan, hal itu disebabkan
pula karena kondisi partai-partai itw semakin lemah.Di
katakan belum matang karema partai-partai itu  sendin
masih berbeda pandangan tentang perlu tidaknya pengga-

4?7 v 4 4., hal. 86.

Qasetelah Pemerintah mempunyal gagasan penyeraga-
man asas tunggal Pancasila bagi semua kekwatan sosial
politik yang kemwdian dikuwatkan dengan keputusan  MPR
Nomer II / MPR / 1983, akhirnya Partai ini menghilang-
kan asas Islamnya. Hal itu dapat dilikhat pada Anggaran
Dasar Partai Persatuan Pembangunan yang baru.

“gasan Sadely, Qp. Cit., hal. 2759.

5OSyanifudd:iL'n Harahap mengatakan bahwa sesungguh-
nya fusi itu dilaksanakan dalam suasana belum matang,
Keputusan untuk fusi semata-mata hanya untuk memanfaat
kan momentum. Fusi itu diakui baru dilaksanakan dari a
tas, bukan dari bawah, sehingga berpengaruh pada perkem
bangan dan kehidupan partai. Dikutip dari Umaidi Radi,
Strategi PPP, hal. 84.

|

§
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bungan itu dilakukan éebagaimana diuraikan di atas. De
ngan demikian benar kata orang bahwa Partai Persatuan
Pembangunan itu matang karema dikarbit, serta sejak -
berdirinya sudah banyak terdapat benih-bemih perselisi
han dan perpeCahan.xPernyataan tersebut dapat dibukti-~
kan dengan kasus-kasus yang terjadi dalam partai itu
dalam perkembangan selanjutnya. V '

Sejarah Periembangan Partai Persatuan Pembangunan.

Walaupun proses pembahasan pénggabungan keempat
partai Islam itu banyak diwarnai perbedaan pendapat, -
namun ketika berintegrasi’mereka menunjukkan semangat -
ukhuwah Islamiyah dan pemuh kekompakan. Sehingga, pada
awal terjadinya telah menghembus angin segar bagl masa
depan umat Islam Indonesia dalam percaturan politik di
negeri ini. Kekompakan para pemimpin partai itu betul-
betul terjalin dengan baik, sehingga mereka tampil da- -
lam gelanggang politik secara kompak dan cukup memuas
kan umat. |

| I

Kekompakan itw, tiflak hanya terjadi diantara pe
mimpin yang ada di DPR; tétapi Juga disegenap jaljaran
pattai ~dan seluruh kekuatan sosial politik umat Islam,
terutama pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam, Hal #tu
hisa dilihat pada kasus ?erJWangan kelompok PPP di
DPR tentang RUU pe:c'kawn‘;n:im.5’L Dimana dalam proses pem~

51RUU Perkawinan itw banysk yang bertentangan de-
Bgan ajaran Islam. Menurut Pemelitiam TAIN Sunan Kali-
Jogo ada 14 pasal dalam RUU Perkawinan tersebut yang
bertentangan dengan hukum Islam. SaTah satu contohk ada
lah pasal 49, melembagakan pertunangan dan memberinya-
status hukum. Yang serius adalah anak hasil pertunangan
bisa menjadi anak yang sah dengan swatu cara tertentu.
Pihak TIslam menganggap pasal ini melegalisir hubungan
diluar nikah dan mendorong perbuatan zina, lihat TEMPO,
8 September 1973, hal. 10. ‘
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bahasannya telah menimbulkan perdebatan yang hangat
dan suasana yang tegang dalam masyarakat, sehingga ba-
nyak para pelajar dan mahasiswa mengadakan demonstrasi
masuk gedung DPR untuk menyatakan dukungannya pada ke~
lompok PPP.”72 |

Suasana ukhuwah Islamiyah anmtara kelompok-kelom
pok Islam yang digalang melalui PPP, betul-betul menum
buhkan citra positif bahwa PPP adalah milik mereka, pe
nyalur aspirasi politiknya serta alat perjuangan cita-
cita mereka, "izzul Islam wal Muslimin", dan untuk mem
bangun bangsa dan negara hnim Sehingga dukungan dan
kegairahan mereka terhadap PPP cukup menonjol, yang pa
da akhirnya menjadikan PPP sebagai kekuatan roli tik
Yang potensial dan kompak. Jika dalam Pemilu 1971 se-
luruh parpol Islam meraih 94 kursi DPR, maka dalam Pe-
milu 1977 PPP meraih 99 kursi dan Golkar mengalami ke-
merosotan 4 kursi dan PDI kehilanganm 1 ku,rsi..s3

Kebersamaan di dalam PPP antara pemimpin keem-
pat partai Islam itu cukup dirasakan manfaatmya, oleh
sebab ltu segala sesuatu yang akan menimbulkan perseli
sihan diantara mereka dapat dicegah. Berkat kebersama-
an itu, PPP cukup berhasil dalam ikut ambil bagian da-
lam memproses lahirnya befbagai undang-undang Perkawi-~
nan,‘undangeundang,laranggn perjudian, Undang- Undang

52Sekretariat Negaré:RI, 30 Tahun Indonesia Merde -
ka 1965-1973, Jakarta, 1981, hal. 26k.
E%Selu:m:h hasil Partaf Islam dalam Pemilu 1971 se

banyak 94 kursi, kemudian dalam Pemilw 1977 sebanyak
99 kursi. Seluruh hasil partai sebagai unsur PDI dalam
Pemilu 1971 sebanyak 30 kursi, kemudian dalam Pemilu
1977 sebanyak 29 kursi. Hasil Golkar daliam Pemilw 1971
Sebanyak 236 kursi, kemudian dalam Pemilw 1977 meraih-
kursi sebanyak 232.
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Pemerintah Daerah, Undang-Undamg Partai Politik dam Go
longan Karya serta Undang-Undang yang mengatur penye -
lenggaraan Pemilu I977.

Masalah basis dukungan yang berbeda-beda yang
memungkinkan akan menimbu}kan konflik interen partai,
pada waktu itu tidak sampai muncul kepermukaan karema
tiap unsur diakui keberadsannya. NU sebagai unsur ter-
besar dimama pada waktw Pemilu 1971 berhasil menjadi
big two setelah Golkar, nampaknya mengambil peranan
penting dan cukup besar dalam proses kelahiran PPP.Hal
ftw dapat dilihat pada kasus pemberian lambang Ka'baBe
pada partal itu dan dapat dilihat pula pada struktur
dan personalia kepengurusannya.55 Kenyataan itu bisa
terjadi karema para pemimpin keempat partai itu berse-
pakat bahwa penggabungan tidak akan menghilangkan eksis
tensi masing-masing umsur;'Oleh karenanya NU sebagal
unsur terbesar mendapatkan kepemimpinan yang cukup ter
hormat.

Suasana itu agaknya dihayati benar oleh para
pemimpin PPP ketika berlangsungnya Mumas Dewan Partai
pada tahun 1975, Behingga;mereka Menyepakati apa yang
terkenél dengan Konsensus Munas 1975, suatu patokan

Shyomon tanda gambar Ka'bah itm adalah hasil KH.
Bisri Syamsuri, Ketua Majlis Syura PPP dan Rais *AM: KU
melakukan sembayang istikharahk, Dengan demikian hal -
itw memantapkan hati pimpinan PPP untuk memakal gambar
Ka'bah dalam Pemilu 1977. TEMPO, 22 Nopember 1975,hal.5.

555truktur kepengurusan PPP banyak persamaannya -
dengan struktur kepengurusan NU, hal itu dapat dibukti
kan dengan membandingkan antara keduanya. Sedangkan per
sonalianya dapat disebut sebagai berikut : Rais Am Maj
1lis Syura KH. Bisri Syamsuri, Wakilnya KHM. Dachlam, -
Majlis Pertimbangan Pusat KH. Masykur menjadi Ketua U-
mum, sedang Presiden Partai KH. Idham Khalid, mereka
adalah tokoh-tokoh NU.
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dan kriteria yang mereka sepakati untuk menjaga dan me
magari terjadinya rebutan kursi hasil Pemilu.. Dalam
Konsensus itu juga dinyatakan himbauan dalam  rangka-
peréatuan.dan ukhuwah Islamiyah, agarvdalam pembagian
hasil Pemilu 1977 nanti, pihak yang besar tidak menun-
tut tambahan secara mutlak, tapi rela memberi satu-dua
kursi bagi unsur yang lebih kecil. Hal itu bisa dilhat
pada kasus pembagian,kuréi hasil Pemilu 1977  sebagai
berikut : MI (Parmusi) mengalami kenaikan dari 24 men~
Jadi 25 kursi, SI (PSII) mengalami kenaikan dari 10 -
menjadi L4 kursi, Perti juga bertambab dari 2 menjadi
L kursi, sedangkan NU mengalami kekurangan dari 58 men
jadi 56 kursi.56 :

Kekompakan dan keutuhan dalam tubuh PPP itu ma-
sih dirasakan dalam sidang umum MPR 1978, yaitu ketika
menghadapi masalah aliran kebatinan dam P4. Mereka ke-
lihatan kompak dalam memberikan sikap politiknya,yaitu
walk out sebagai pernyataan tidak ikut bertanggung ja-
wab atas diambilnya keputusan mengenal kedua masalah -
tersebut.”’ Namun setelah itu bemih-benih sengketa di
tubuh PPP mulai muncul, hal itu terasa ketika mereka -
menghadapl pembahasan mengemai RUU Pemilu yang merupa-
kan perubahan dari Undang-Undang No. #/1975 tentang
Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilen
Rakyat. Pembahasan RUU itu berlangsung sekitar setengsh
tabun (September 1979 saﬁpai Maret 1980) dan telah ber
‘Jalan dengan t%dsk lancar. .

-
-

s1amet Tffendi Yusuf dik., Qp. Cit., hal. 6.
>UTRMPO, 29 Desemberl 1984, hal. L3.
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Setelah melalui pembahasan demi pembahasan RUU
Pemilu itu akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang de
cara aklamasi meskipun tahpa kehadiran unsur NU yang
‘menganggap FPP sampal saat pengesahan itu belum menca-
pai keputusan untuk menyetujui materi RUU itu. Sementa
ra. unsur-unsur yang lain menganggap sudah ada keputu -
san dari DPP PPP untuk menerima rumusan RUU Pemilu me-
lalui surat yang ditanda tangani oleh KH. DR. Idham -
Khalid, DR. HJ. Naro, KH. Masykur dan Yahya Ubaid. Ke~
tidak hadiran kelompok NU dalam FPP pada Sidang Pleno
DPR pa&a'tanggal.29 Pebruari 1980 yang akan mengesahkan
RUU Pemilu itu adalah karena mereka berpendapat bahwa
beberapa materi yang prinsipil belum tertuang dalam
RUU 1tu.”2S -

Tidak adanya kekompakan dalam tubuh PPP mengena
RUU Pemilu itu, dilihat dari sisi lain adalak  karena
tidak hadirnya tokoh sentral pemberi rekomendasi moral
pemberi keputusam politdk dam tokoh pemersatu.59 Tolkoh
tersebut adalah KH. Bisri Syamsuri, beliau menjabat
Rais "Am Majlis Syura PPP. Kehadiran KH. Bisri Syansuri
diantara tokoh-tokoh teras PPP setidak-tidaknya telah
menimbiilkan keengganan untuk bertikai secara berkepan-
jangan. Hal itu dapat dibuktikan bahwa kasus perpeca -
han itu terjadi setelah KH. Bisri Syansuri meninggal -

© 580mMp0, 8 Maret 1980

5974 dak Mumeulnya KH. Bisri Syansuri di tengah -
tengah tokoh PPP yang sedang berselisih itu karena be-
liau sedang sakit di Dengnyar Jombang, sehingga ia ti-
dak sepenuhnya sempat mengikuti perkembangan di Jakar-
ta. Sakit yang dideritanya akhirnya menyebabkan dia me
ninggal dunia pada tanggal 25 April 1980.




89

dunia, sedangkan sebelumnya keretakanskeretakan dalam
tubuk PPP masih terjaga, 0

Hal itu tercermin pula pada perkataan KH. Shohib
Bisri (putera KH. Bisri Syansuri) yang mengatakan bahwa
seandainya KH. Bisri Syansuri ada di Jakarta niscaya
tidak akan terjadi peristiwa seperti menjelang pengesa
han RUU Pemilu tersebut. Pasti tidak ada yang akan be-
rani slintat-slintut (nyelonong secara sembunyi),sebab
suatu hal yang primsip harus diputuskam lewat Majlis -
Syura. Kalau toh harus ada yang menghadap Presiden, ma
ka Mbah Bisri sendiri yalg:akan menghadap dan hasilnya
bisa lain, ucap KH. Shohib.®!

Perbedaan pendapat antara unsur NU dan unsur-un

sur lain dalam PPP mengenai RUU Pemilu itw kemudiam di
anggap selesai dan tidak -dipermasalahkan lagi, melalui
pengumuman rujuk tanggal 6 Maret 1980 di Hotel Sahid -
Jaya, namun penyelesaian itu agaknya hanya sementara.
Majalah "TEMPOY menyebwt{penyelesaian itu sebagai a=
Jehir babak pertama dari pertikafan yang masih akan ber
lanjut.®2 Hal itu dapat dilihat pada kasus-kasus selan
jutnya. v
Dalam perkembangan selanjﬁtnyarsederetan.masalah

yang sering dipersengketakan diantara tokoh-tokoh PPP
ialah pendapat dalam menilai hakekat fisi,tentang Muk-
tamar yang berlangsung lamatertunda, tentang mekanisme
kerja DPP, tak ketinggalan soal pembagian kursi  baik
mengenai komposisi keanggotaan DPR dalam Pemilihan U-
mum maupunm mengenai pimpinan komisi di lembaga wakil

o 6oWaWancara dengan Yusuf Hasyim,20Juni 1986, ai
Jombang. : ‘
géTEMPO, 15 Maret 1980.

Ibid.
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rakyat itu dan beberapa masalah lainnya. Dari sederetan
masalah itu sering meletup kepermukaan adalah masalah

rebutan kursi baik di DPR maupun di kepengurusan PPP

sendiri, yang banyak didominasi unsur NU dan MI.

Kasus ppertikaian selanjutnya adalah mengenai
masalab pimpinan komisi di DPR yang menjadi jatah Frak
8l Persatuan Pembangunan. Ceritanya bermula ketika DPR
mengadakan pemilihan pimpinan Komisi untuk tahun persi
dangan 1980/1981. Dalam mlnghadapi pemilihan tersebut,
NU bermaksud mengambil jatah Ketua Komisi VII,63 yang
menjadi haknya, dimana dalam tahun persidangan 1979/80
dipinjamkan kepada Drs. Sudarji (MI). Namun Sudarji me
nolak mengembalikan pimpinan Komisi tersebut Kepada WU
meskipun sudah ada permufakatan. Sikap MI inilah oleh
WU dianggap tidak mentaati keputusan rapat pleno frak-
si.6A‘Kasus itu akhirnya meluas kesemua komisi lainnya
uiang‘menjadi FPP, kemudian pada setiap pemilihan pim-
pinan Komisi selalu tampil dengan calon ganda, sehing-
ga untuk beberapa saat jabatan pimpinan komisi dari -
FPP sempat mengalami kekoéongan, Namun kekosongan itu
akhirnya juga terisi, dengan NU'kehilangan satu kursi
pimpinan Komisi sedangkan MI bertambah satu kursi.65

Kericuhan antara unsur NU-MI terulang kembali
ketika menjelang Pemilu 1982, yaitu mengenai pencalonam
keanggotaan DPR. Kelompok MI yang dimotori oleh Sudar

63K’omi:s:i. VII membidang:\. masalah Perdagangan, Keu-
angan dan Bulog.

84y, Basit Adnan, Ada A2 4 PP 2, CV. Mayasari,
Sala, 1982, hal. 37-38. '

65Slamet Effendi Yusuf dkk., Op. Cit., hal 69-70.
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ji menghendaki perimbangan komposisi wakil unsur dalam
DPR hasil Pemilu 1982. Ménurutnya, dengan berdasarkan

Perimbangan yang ada sekarang, ada unsur mayoritas dan
minoritas, karenanya MI menuntut agar perimbangan kom
posisi wakil unsur dalamjDPR didasarkan atas hasil Pe-~
milu 1955 bukan Pemilu 1971.66 Velompok NU tentu saja
tidak dapat menerima tuntutan MI itw dan NU tetap mem-
pertahankan Konsensus Munas 1975 agar tetap dipalkai un
tuk menentukan pemcalonan anggota DPR sebelum dilang -
sungkan Muktamar. ;

Sebagai akibat dari perselisihan itu adalah ti-
dak dapat diselesaikannya daftar calon sementara dari
pihak PPP sampai batas akhir. Situasi ini memberikan -
kesempatan bagi HJ. Naro untuk mengambil jalan pintas,
menyusun sendiri daftar calon PPP sekaligus menentukan
nomor urutan calon tanpa konsultasi dengan unsur-unsur
lainnya terutama NU. Sekjen PBNU dalam keterangannya -
mengatakan bahwa " daftar urutan calon keanggotaan DPR
dari PPP yang diserahkan 27 Oktober 1981 yang lalu olh
Naro 1itu tanpa sepengetahuan unsur NU'". 7 Tindakan Na~
ro itu tentu saja tidak bisa diterima oleh sejumlah to
koh-tokoh PPP dari unsur NU‘karena dalam daftar urutan
calon itu tokoh-tokoh NU yang diharapkan menjadi calen
Jodl, =khirnya banyak menempati nomor tidok jadi - Mak
sum Machfudz mengatakan ada 29 tokoh NU yéng mengalami

66Tuntutan MI itu beralasan bahwa dalam Pemilu
1977, MI belum siap mengkonsolidasikan keluarga besar
Bulan Bintang Masyumi, yang dalam Pemilu 1955 keluar -
sebagal partal terbesar. Jelasnya MI meng-claim bahwa

mereka adalah pewaris keluarga besar Bulan Bintang.

675inar Harapan, 10 Nopember 1981. Juga 1lihat
Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlotul
Ulama, Jatayu, Sala, 1955, hal. 279.
i
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nasib seperti itu.68

Sejumlah tokoh PPP Yang tidak bisa menerima tin
dakan Naro itu, akhienya mendatangi Kantor Lembéga Pe-
milihan Umum dengan maksud menyerahkan daftar calon
tandingan.‘69 Akan ;tetapiz'daftar calon itu tidak ada
Yyang menerima di‘LPU, danzsetelah diumumkan daftar ca-
lon anggota DPR untuk .PPP maka ternyata yang diterima
adalah daftar calon yang disampaikan HJ. Naro dan di -
anggayp sah men'urut,hukum?0 Dengan kasus di atas keme-
lut dalam tubuh Ppp semakinvmeningkat dan memuncak, bu
kan hanya terfjadi antara unsur didalam PPP, tapi juga
merambat ke interen unsur. Kasus itu‘pula telah menye-
babkan unsur WU kecewa dan frustrasi, sehingga sejak
saat itu mereka mulai memperhitungkaﬁ untung-rugi ke-
terlibatannya dalam PPP.’L I

Dengan tubuh yang retak dan tanpa persiapan
Yang matang, ékhirnya PPP juga ikut Pemilu 1982, éeper
t1 apa yang dikatakan KH. Saifuddin Zuhri bahwa  Ppp
maju dalam Pemilu 1982 dengan tangan telanjang, sSedang
kan kontestan lain (GOLKAR) siap ke gelanggang lengkap
dengan tema-temg kampanya dengan sasaran dan strategi
yang matang. Sebagai akibat Weretakan 1tu dan keti dak-
‘siapan dalem menghacdapi Pemilu 1982, maxa PPP mengaland

GBMakswn MathZ, Keﬁa* ’ : : eled trya
Ulama,6 Yayasan Kesatuan Umat, S 1
2 itu adalak wsu A ta DPP
Mereka itu adalah HM. Yusuf Hasyim anggota ‘
PPP dari umsur NU dan Djalil Abdullah ketua DPP PPP da
ri unsur MI. - -
"onpas; 28 Oktober 1981.

"Wyajalah Dalkwah, No. 4 Tahun ke IT 1982, hal. 15.
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kekalahan dengan kehilanzan lima kursi di DPR.72

Dalam keberadaannya sebagaimana dimalkisudkan di /C>
atas PPP dalam Sidang Umum 1983 terpaksa menghilangkan |
ciri khasnya " Islam ", setelah menerima Pancasila se-
bagai satu-satunya asas. Dengan demikian PPP telah be-
rubah eksistensinya sebagaimana dikatakan oleh Khalid
Mawardi bahwa "PPP bukan partai Islam tetapi partainya
orang Islam",73 Disisi'lain dapat pula disebutkan seba
gai terminal akhir perjalanan-parjalanan partai Islam,
setelah melalui perjalanan sejarahinya yang panjang dan
berliku-liku.

 Muktamar PPP yang sudah lama ditimggu-tunggu ba
ru dapat dilaksanakan setglah partai itu berumur sebe-
las tahun, yaitu tepatnya:tanggal 20-22 Agustus 19844
Bilihat dari sisi lain, terlaksananya Muktamar itu ada
lah HJ. Naro dan kelompoknya sudah kuat posisinya, di-
mana mereka telah berhasil menyingkirkan kelompok opo-
sisinya, termasuk orang-orang NU. Hal itu dapat dilibhat
pada kasus undangan peserta Muktamar. Undancan peserta
Muktamar itu adalah orangéorang,yang jelas mendukungnya
jadi peserta Muktamar itu ditentukan dari pusat bukan
berdasdrkan utusan daerah.75

Model Muktamar sebagaimana dijelaskan di atas -
tampak dengan jelas menguntungkan HJ. Waro, karena yang
hadir dalam Muktamar itu‘*adalah pendukungnya semua. se

72panji Masyarakat, 21 Juni 1982, hal. 17.
73panji Masyarakat, 21 Maret 1983, hal. 5l-52.

?qRekaman Peristiwa, Sinar Harapan, Jakarta, 1984
hal. 78. '

751 v i d., hal. 78.
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sehingga pada waktu HJ. Naro memasuki ruangan disambut

dengan nyanyian " Hallo-hallo Bandung " oleh semua yang
hadir dan stelah Muktamar;berjalan beberapa menit dia .
langsung terpilih sebagai formatur tunggal untuk menyu

sun kepengurusan DPP PPP periode 1984--1989.76 HJ. Naro

yang terpilih sebagai formatur tunggal dengan mudah

dapat menyeleksi para pembantunya dan dia mengatakan -

" Di sini diperlukan para pembantu yang selalu memiliki
moral komunikasi ".77 Dia sebagai formatur tung;gal te-

lah berhasil merombak hal' yang mendasar yaitu menghapus
adanya lembaga Presiden Partai dan Majlis Syura, dima-

na pada waktu dulu diduduki oleh tokoh-tokoh NU. Dia

telah berhasil menyingkirkan ulama NU dari kepengurusan
DPP PPP 1984~1989, sebagaimana dikatakan Abdurrahman Wa
hid bahwa " NU memang babak belur, kalah total dari MI.
Lihat saja 12 dibanding 23 ", ujarnya.’d

Sengketa demi sengketa telah berlangsung antara
unsur NU dan MI di dalam PPP, dan banyak berakhir de-
ngan terpojoknya dan tersingkirnya para pemimpin NU ba
ik dari keanggotaan DPR méupun dari kepengurusan partai
itu. Dengan beberapa kasus di atas, mala pemikiran pe-
ninjauan kembali keberadaan NU di dalam PPP tambah di-
bicarakan dengan hangat. Muktamar NU ke-27 tanggal 8-
12 Desember 1984 di Situbondo telah mengambil sikap -
tentang keberadaan WU, yaitu dengan pernyataan bahwa -
NU kembali ke Khittah 1926.’7 Dengan demilkian NU tidak

?OrmMpo, 1 September 1984,
1 v 1 a.
781 b4 4.

790mP0, 15 Desember 1984, hal. 12. Lihat juga Pan
Ji Masyarakat, 1 Januari 1984, hal. 14-15.
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lagli terlibat dalam masalah politik; jelasnya WU seba-
gai organisasi telah keluar dari PPP,GO sedangkan ke - \
_- anggotaan Parpol bgrsifat{perorangan, warga NU  bebas

menentukan pilihannyatﬁl

Langkah WU itu akhirnya diikuti unswr I.ai'nnya.,
yang mempunyai latar bela&ang,sama yaitu Perti® ZDengan
demikian, PPP yang pada awalnya merupakan wadah pemer-
satu aspirasi politik Islam telah mengalami perpecahan
sehingga keberadaannya tidak utuh lagi. Hal itu menun-
jnkkan pula bahwa integrasi kekuatan politilk Islam da-
lam era Orde Baru telah mengalami kegagalan. Walaupun
‘ada beberapa orang yang berpendapat bahwa dengan kelu-
arnya unsur-unsur itu dari PPP berarti penggabungan -
keempat partal Islam telah tuntas, karema yang menjadi
unsur sekarang adalah perorangan. Namun tampaknya bam-
dapat itu hanya berusasha mempertahankan keberadaan PPP
dari kepunahan, dimana PPP memang tidak mmngkin bubar,
karena keberadaannya sudab diatur oleh Undang-Undang -
Kepartaian yang berlaku. Disisi lain pendapat ftu un-
tuk mempertahankan posisi-posisi perorangan, dimana
mata pencaharian mereka bersumber dari kursi DPR yang
diperoleh melalui partai.:

Apapun pendapat orang tentang PPP, yang jelas
PPP sekarang adalah ujud 1ntegra51 kekuatan politik Is
lam yang tidak berhasil.t

80yajalak Disma, hal 11-30.

8J""TEI'IZF‘(), 8 Desember 1984, hal. 13, keterangan se-
lengkapnya lihat,Rekaman Peristiwa 198L4, hal.224-228.

ZJawa-post, 17 Desember 1985, hal. 6.




